
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMB! 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 

NOMOR 7  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
menyebabkan Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam 
Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 
diajukan merupakan perwujudan dan i Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang 
dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD 
serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara 
yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan 
DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 
Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1643);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801), 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau 
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Stan.dar Harga Satuan Regoinal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang pembentukan Produk Hukum; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali terkhir 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Peranggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan. Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

24. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2020, Nomor 1) 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2022 Nomor 4); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 

dan 

BUPATI KERINCI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi 
kewenangan otonom. 



3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 
4. Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 

Kabupaten Kerinci. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
kabupaten. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya 
disebut APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Kerinci yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.. 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Pembiayaan. Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
danlatau penguran.gan yang akan diterirna kembali, baik dalam tahun berkenaan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar 
Rp.1.101.031.398.381,- bertambah sebesar Rp.48.113 .731.561- sehingga menjadi 
Rp.1.149.145.129.942,- dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah 

1. Semula : Rp. 1.101.031.398.381,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 48.113.731.561,- 

b. 

Jumlah pendapatan daerah setelah 
perubahan 

Belanja Daerah 

: Rp. 1.149.145.129.942,- 

1. Semula Rp. 1.116.572.167.204,- 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 87.628.775.131,- 

c. 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan 

Pembiayaan Daerah 

Rp. 1.204.200.942.335,- 

1. Penerimaan Pembiayaan 
a. Semula : Rp. 26.540.768.823,- 
b. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 33.515.043.570,- 

Jumlah penerimaan setelah perubahan : Rp. 60.055.812.393,- 

Pembiayaan Daerah 
2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula Rp. 11.000.000.000,- 
b. Bertambah/ (berkurang) : Rp. (6.000.000.000,-) 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
daerah setelah perubahan 

: Rp. 5.000.000.000,- 

Jumlah pembiayaan netto setelah 55.055.812.393,- 
Perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
perubahan 

0,00,- 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,bersumber 
dan: 
a. Pendapatan Ash i Daerah 

1. Semula : Rp. 33.782.974.866,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 6.820.963.359,- 

Jumlah pendapatan ash i daerah 
setelah perubahan 

: Rp. 40.603.938.225,- 



b. Pendapatan Transfer 
1. Semula : Rp. 
2. Bertam bah/ (berkurang) : Rp. 

Jumlah pendapatan transfer setelah : Rp. 
perubahan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1. Semula : Rp. 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah : Rp. 
yang sah setelah perubahan 

1.062.248.423.515,- 
41.292.768.202,- 

1.103.541.191.717,- 

5.000.000.000,- 
0 00 - 

5.000.000.000,- 

Pasal 4 
(1) Pendapatan Ash i Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

bersumber dari: 
a. Pajak Daerah 

1. Semula : Rp. 10.839.036.641,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 3.352.638.359,- 

Jumlah pajak daerah setelah 
perubahan 

b. Retribusi Daerah 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

14.191.675.000,- 

4.909.000.000,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 645.000.000,- 

Jumlah retribusi daerah setelah 
perubahan 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

5.554.000.000,- 

8.962.116.225,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 323.325.000,- 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan 
daerah setelah perubahan 

d. Lain-lain Pendapatan Ash i Daerah 
yang Sah 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

9.285.441.225,- 

9.072.822.000,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 2.500.000.000,- 

Jumlah lain-lain pendapatan ashi 
daerah yang Sah setelah perubahan 

: Rp. 11.572.822.000,- 

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud 
bersumber dari: 
a. Transfer Pemerintah Pusat 

dalarn Pasal 3 huruf b, 

1. Semula : Rp. 1.019.554.762.177,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 5.719.848.302,- 

Jumlah transfer pemerintah pusat 
setelah perubahan 

b. Transfer Antar Daerah 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

1.025.274.610.479,- 

42.693.661.338,- 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 35.572.919.900,- 

Jumlah transfer antar daerah setelah 
perubahan perubahan 

: Rp. 78.266.581.238,- 



(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b, bersumber dari: 

a. Pendapatan hibah 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berlcurang) 

Jumlah pendapatan hibah setelah 
perubahan 

b. Dana darurat 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah dana darurat setelah 
perubahan 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pendapatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah perubahan 

: Rp. 5.000.000.000,- 
: Rp. 0.00 - 
: Rp. 5.000.000.000,- 

: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 

: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 

Pasal 5 

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 2 huruf b, terdiri 
atas: 
a. Belanja Operasi; 

1. Semula : Rp. 702.726.713.375,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 36.417.871.340,- 

Jumlah belanja operasional setelah 
perubahan 

: Rp. 739.144.584.715,- 

Belanja Modal 
1. Semula : Rp. 138.353.687.364,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 24.724.559.173,- 

Jumlah belanja modal setelah 
perubahan 

: Rp.  163.078.246.537,- 

Belanja Tidak Terduga 
1. Semula : Rp. 9.737.550.301,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. (2.521.055.078,-) 

Jumlah belanja tidak terduga setelah 
perubahan 

: Rp. 7.216.495.223,- 

Belanja Transfer 
1. Semula : Rp. 265.754.216.164,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 29.007.399.696,- 

294.761.615.860,- Jumlah belanja transfer setelah 
perubahan 

: Rp. 

Pasal 6 
Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri 
atas: 
a. Belanja Pegawai 

1. Semula : Rp. 457.941.260.783,- 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 28.637.524.400,- 

Jumlah belanja pegawai setelah 
perubahan 

: Rp. 486.578.785.183,- 

b.  

c.  

d.  

01 



b. Belanja Barang dan Jasa 
1. Semula : Rp. 201.756.067.294,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 34.530.360.464,- 

Jumlah belanja barang dan jasa 
setelah perubahan 

c. Belanja Bunga 
1. Semula 

: 

: 

Rp.  

Rp. 

236.286.427.758,- 

00,00 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 00,00 

Jumlah belanja bunga setelah 
perubahan 

d. Belanja Subsidi 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

00,00 

00,00 
2. Bertarnbah/(berkuran.g) : Rp. 00,00 

Jumlah belanja subsidi setelah 
perubahan 

e. Belanja Hibah 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

00,00 

43.004.385.298,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. (26.896.665.600,-) 

Jumlah belanja hibah setelah 
perubahan 

f. Belanja Bantuan Sosial 
1. Semula 

: 

• . 

Rp.  

Rp. 

16.107.719.698,- 

25.000.000,- 
2. Bertambah/ (berkurang) • . Rp. 146.652.076,- 

Jumlah belanja bantuan sosial setelah 
perubahan 

Rp. 171.652.076,- 

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 
a. Belanja Modal Tanah 

1. Semula : Rp. 2.500.000.000,- 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 1.000.000.000,- 

Jumlah belanja modal tanah 
setelah perubahan 

b. Belanja modal peralatan dan mesin 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

3.500.000.000,- 

13.487.030.878,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 8.020.824.927,- 

Jumlah belanja modal peralatan dan 
mesin setelah perubahan 

c. Belanja modal bangunan dan 
gedung. 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

21.507.855.805,- 

59.173.916.639,- 
1. Semula : Rp. 5.873.922.210,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 65.047.838.849,- 

Jumlah belanja modal bangunan dan 
gedung setelah perubahan 

d. Belanja modal jalan, jaringan dan 

• Rp. 62.961.898.337,- 
irigasi 

1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) • Rp. 9.763.356.036,- 

Jumlah belanja modal jalan, jaringan 
dan irigasi setelah perubahan 

e. Belanja modal aset tetap lainnya 
1. Semula 

• 

: 

Rp. 

Rp. 

72.725.254.373,- 

65.000.000,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 66.456.000,- 

Jumlah belanja modal aset tetap 
lainnya setelah perubahan 

: Rp. 131.456.000,- 



f. Belanja modal aset lainnya 
1. Semula : Rp. 165.841.510,- 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0.00 - 

Jumlah belanja modal aset lainnya 
setelah perubahan 

: Rp. 165.841.510,- 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri 
atas belanja tidak terduga, yaitu: 

1. Semula : Rp. 9.737.550.301,- 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (2.521.055.078,-) 

Jumlah lain belanja tidak terduga 
setelah perubahan 

: Rp. 7.216.495.223,- 

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil 

1. Semula : Rp. 1.574.803.664,- 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0.00 - 

Jumlah belanja tidak terduga setelah 
perubahan 

b. Belanja bantuan keuangan 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

1.574.803.664,- 

264.179.412.500,- 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 29.007.399.696,- 

Jumlah belanja bantuan keuangan 
setelah perubahan 

: Rp.  293.186.812.196,- 

Pasal 7 
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 

a. Penerimaan pembiayaan 
atas: 

1. Semula : Rp. 26.540.768.823,- 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 33.515.043.570,- 

Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

60.055.812.393,- 

11.000.000.000,- 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (6.000.000.000,-) 

Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan 

: Rp. 5.000.000.000,- 

Pasal 8 
(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri 

atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran 

tahun sebelumnya 
1. Semula : Rp. 26.540.768.823,- 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 33.515.043.570,- 

Jumlah sisa lebih perhitungan 
anggaran tahun sebelumnya setelah 
perubahan 

b. Pencairan dana cadangan 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

60.055.812.393,- 

00,00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00,00 

Jumlah pencairan dana cadangan 
setelah perubahan 

: Rp. 00,00 



c. Hasil penjualan kekayaan daerah 
yang dipisahkan 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah lain belanja modal bangunan 
dan gedung setelah perubahan 

d. Penerimaan pinjaman daerah 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah penerimaan pinjaman 
daerah setelah perubahan 

e. Penerimaan kembali pemberian 
pinjaman daerah 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah penerimaan kembali 
pemberian setelah perubahan 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pembiayaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan setelah 
perubahan 

: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 

: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 

: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 

: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri 
atas: 
a. Pembentukan dana cadangan 

1. Semula : Rp. 00,00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00,00 

Jumlah pembentukan dana 
cadangan setelah perubahan 

b. Penyertaan modal daerah 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

00,00 

11.000.000.000,- 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. (6.000.000.000,-) 

Jumlah penyertaan modal daerah 
setelah perubahan 

c. Pembayaran cicilan pokok utang 
yang jatuh tempo 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

5.000.000.000,- 

00,00 
1. Semula : Rp. 00,00 
2. Bertam.bah/ (berkurang) : Rp. 00,00 

Jumlah pembayaran cicilan pokok 
utang yang jatuh tempo setelah 
perubahan 

d. Pemberian pinjaman daerah 
1. Semula : Rp. 00,00 
2. Bertarnbah/ (berkurang) : Rp. 00,00 

Jumlah pemberian pinjaman daerah 
setelah perubahan 

: Rp. 00,00 



e. Pengeluaran pembiayaan lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan : Rp. 00,00 

1. Semula : Rp. 00,00 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 00,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
setelah perubahan 

Pasal 9 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan 
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun Anggaran 2022. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alarn, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau 
masyarakat. 

Pasal 10 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan i Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci ini terdiri dan: 

1.  Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2.  Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3.  Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4.  Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta 
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 

5.  Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6.  Larnpiran. VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
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